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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah 

hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1997 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Translitrasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus 

besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu 

adalah sebagai berikut:  

A. Konsonan 

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan 

sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini 

daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan ttik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز
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 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain  G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah . apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

a =   أ   a =   أ  

i  =  أ   ai =  ي  i = ي  
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       u =   أ   aa = أ  و   a = أ  و  

 

C.  Ta Marbutah 

Ta Marbutah dilambangkan dengan  /t/ 

Contoh: 

 ditulis mar' atun jamilah  مرأ ة جميلة

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/ 

Contoh: 

فاطمة    ditulis fatimah.   

 

D. Syaddad (tasydid, geminasi) 

        Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang dibri tanda syaddad tersbut. 

Contoh:  

 ditulis Rabbana ربنا  

 

E. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

الشمس    ditulis asy-syamsu 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/  diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan. 

Contoh: 

 ditulis al-qamar القمر   
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F. Huruf hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan spotrof /’/. 

Contoh: 

 ditulis umirtu  أ مرت   
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MOTTO 

آَٰي   َٰٓ ل ق َٰٓٱأ يُّه  َٰٓكُمَٰٓم َِٰٓن  َٰٓلنَّاسَُٰٓإِنَّآَٰخ  أنُث ى ََٰٰٓٓنَٰٓذ ك ر  ع ل ََٰٰٓٓو  ج  ق ب ا َٰٓشُعوُب ََٰٰٓٓكُم َٰٓن  َٰٓو  فوُ َٰٓآَٰو  َٰٓلِت ع ار  َٰٓأ ك ََٰٰٓٓا  َٰٓئلِ  كُم َٰٓإنَِّ م  ََٰٰٓٓر  للَّهَِٰٓٱعِند 

ََٰٰٓٓكُم  َٰٓق ى َٰٓأ ت َٰٓ بِير َٰٓٱإنَِّ ٣١َٰٓللَّه َٰٓع لِيمٌَٰٓخ   

        Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-

Hujurat [49]: 13) 
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ABSTRAK 

Imaro Sidqi 2021. Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Warisan Masyarakat 

Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen 

Pembimbing: Dr. Ahmad Jalalludin, M.Ag. 

Tujuan penelitian adalah: untuk menjelaskan pelaksanaan penggantian tempat 

dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Kecamatan 

Comal Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui dan memahami alasan yang 

menyebabkan ahli waris pengganti diberlakukan dalam masyarakat Muslim di 

Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui lapangan dengan 

pendekatan yuridis sosiologis, menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang 

dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian 

masyarakat Muslim yang melaksanakan pembagian warisan, khususnya bagi mereka 

yang pembagiannya melibatkan ahli waris pengganti. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data 

menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan dari data-data yang ada. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 kasus, terdapat 9 kasus yang tidak 

sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) baik secara 

penggantian tempatnya maupun secara besaran harta waris yang diterimanya. 

Pelaksanaan penggantian tempat yang diberlakukan oleh masyarakat Muslim di 

Comal dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pertama, menggantikan posisi orang 

tuanya ketika mereka masih hidup. Kedua, ahli waris yang menjadi gantinya tidak 

memiliki hubungan darah dengan si pewaris. Artinya bahwa kedua konsep yang 

dibentuk sendiri oleh masyarakat Muslim di Comal tidak sesuai dengan aturan ahli 

waris pengganti yang seharusnya baik yang diatur dalam KHI maupun yang dikonsep 

oleh Hazairin. Selain itu, besaran yang ahli waris terima cenderung lebih besar dari 

ahli waris-ahli waris yang lainnya. Faktor-faktor yang melatarbekanginya karena 

faktor pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, opportunity (harapan), dan agama. Faktor 

yang memiliki peranan paling besar adalah faktor budaya dan faktor agama. 

Kemudian, faktor-faktor tersebut mempengaruhi kesadaran hukum mereka, bahwa 

pada poin intinya kesadaran hukum masyarakat Muslim di Kecamatan Comal dalam 

membagi warisan khususnya yang diberikan kepada ahli waris pengganti sangat 

rendah, mereka sangat minim dalam hal pengetahuan dan pemahamannya terhadap 

aturan tentang ahli waris pengganti sehingga sikap dan perilaku mereka secara 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan hukum waris Islam (KHI maupun Buku 

II). Semua itu, dipengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor ekonomi, agama 

(religiusitas) dan lingkungan sosial budaya. 

 

Kata Kunci : Penggantian tempat, ahli waris pengganti, hukum waris Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kecamatan Comal adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Pemalang, tepatnya berada di bagian timur Kabupaten. Di 

Kecamatan Comal ini, mayoritas masyarakatnya adalah Islam1 dan masih 

banyak terdapat pondok-pondok pesantren yang mengajarkan ilmu 

agamanya kepada para anak-anak, remaja, hingga orang tua. Di 

Kecamatan Comal memiliki keberagaman budaya atau kebiasaan yang 

beragam daripada Kecamatan pada umumnya, salah satunya dalam perihal 

pembagian warisan, masyarakat akan membagi sesuai dengan kebiasaan 

yang sering dilakukannya tanpa melihat bagaimana aturan yang 

seharusnya baik dalam Islam maupun dalam aturan-aturan yang lainnya.2 

Berbicara mengenai warisan, maka akan menjelaskan bagaimana 

proses pemindahan harta kekayaan serta kepemilikannya yang diakibatkan 

karena kematian, biasanya disebut sebagai harta warisan. Harta-harta 

tersebut dibagikan kepada orang-orang yang telah ditunjuk sebagai ahli 

waris setelah kematian seseorang (pewaris), berdasarkan ketentuan-

                                                             
1 Kecamatan Comal dalam angka, 2020. 
2 Timbul Jaya Prayitno, Ketua Ansor Kecamatan Comal, Wawancara Pribadi, di 

Rumahnya, pada tanggal 25 Maret  2020. 
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ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum baik dari jumlahnya hingga 

bagaimana cara mendapatkannya.3 

Menurut pandangan dari kitab-kitab fiqh atau kewarisan Islam, 

kewarisan diartikan sebagai faraid yang merupakan hukum untuk 

menyelesaikan pembagian harta warisan bagi umat Islam setelah harta 

tersebut ditinggal oleh seseorang yang telah wafat.4 Aturan tersebut diatur 

di dalam Al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber hukumnya yang utama. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan aturan 

tentang harta dari meninggalnya seseorang yang harus dibagikan kepada 

orang orang pilihan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

Al-Qur’an dan Hadist.5 

Aturan tentang kewarisan Islam diatur dalam Al-Qur’an yang 

terdapat pada ayat 11, 12, dan 176 dalam surat an-Nisa’. Sebelum 

diturunkannya ayat-ayat itu, harta warisan hanya berlaku dalam kalangan 

laki-laki saja sedangkan bagi kaum perempuan mereka tidak mendapatkan 

harta warisan, selain itu harta warisan juga diberikan kepada orang-orang 

dewasa saja dan anak-anak tidak mendapatkannya.6 Artinya turunnya ayat-

ayat tersebut menandakan bahwa Al-Qur’an memandang semua orang 

dengan baik tanpa mendiskriminasi pihak-pihak tertentu.  

                                                             
3  Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Edisi Kedua, (Jakarta: Pranada Media, 

2015), h. 3. 
4  Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Edisi Kedua, (Jakarta: Pranada Media, 

2015), h. 35. 
5  M. Muhibbin, dkk, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum di 

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.  
6 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 14, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), h. 235. 
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Ayat-ayat tersebut menggolongkan kewarisan sebagai zawu al-

faraid 7  merupakan bagian yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur’an dan 

Hadist, diakui oleh kalangan madzhab fiqh baik sunni maupun syiah. 

Bagian-bagiannya akan dilempar kepada ahli waris setelah biaya kematian, 

hutang-hutang, dan wasiat telah diselesaikan terlebih dahulu. Berbeda 

dengan ashabah dan zawu al-arham merupakan golongan yang diciptakan 

atas dasar kekerabatan orang-orang Arab atau sering dikenal dengan 

patrilineal, padahal bentuk-bentuk kekerabatan yang lainnya ada yaitu 

matrilineal dan bilateral. Sehingga tidak bisa dikatakan bentuk-bentuk 

kekerabatan mana yang paling benar, namun yang ada bentuk-bentuk 

kekerabatan mana yang lebih cocok diterapkan di masing-masing daerah. 

Patrilineal, matrilineal, dan bilateral 8 merupakan bentuk-bentuk 

kekerabatan dalam kewarisan yang dimunculkan oleh kalangan para 

fuqaha. Bentuk kekerabatan ini yang nantinya menjadi landasan dasar 

munculnya produk-produk baru dengan merangkai antara culture dengan 

norma-norma di dalam hukum Islam, munculnya bentuk-bentuk 

kekerabatan itu karena memang di dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan 

secara spesifik. Ketiga bentuk ini mempunyai cara pandang dan 

konsekuensi yang berbeda-beda. 

                                                             
7 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),  h. 198. 
8  Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan (nasab) dari 

seorang laki-laki atau dari bapak, matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis 

keturunan dari seorang perempuan atau dari jaluk ibu. Kemudian yang terakhir adalah bilateral 

yang menarik garis keturunan melalui jaluk laki-laki dan perempuan. Pemaparan tersebut lihat di 

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadist, (Jakarta: Tinta Mas, 1990), 

hlm. 11. Kemudian lihat_juga di Amir_Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum 

Islam, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 144. 
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Dari ketiga bentuk kekerabatan tersebut, masyarakat Indonesia lebih 

cocok dengan sistem kekerabatan bilateral, menurut mereka kekerabatan 

tersebut lebih memberikan keadilan dan dikayakinkan lebih mendukung 

semangat al-Qur’an. Dikarenakan hukum waris yang selama ini berlaku 

merupakan hukum waris yang masih dipengaruhi oleh budaya Arab, 

sehingga jika diterapkan di budaya yang berbeda akan memiliki banyak 

kendala.9 

Bentuk kewarisan bilateral yang di bangun di Indonesia dikenalkan 

oleh seorang ahli hukum Islam dan antropologi yaitu Hazairin memandang 

bahwa sistem tersebut lebih rapi jika diberlakukan di negeri ini. Merangkai 

antara hukum Islam dan hukum adat dengan memunculkan teori 

‘’Receptie Exit’’10 atas sanggahan dari teori ‘’Receptie’’ yang dicetuskan 

oleh Snouck Hurgronje pada abad XIX. Hazairin di sini menjelaskan 

dengan sederhana bahwa Al-Qur’an justru mengkehendaki sistem 

kewarisan secara bilateral, bukan patrilineal yang tidak memberikan rasa 

keadilan bagi ahli warisnya. Pandangan tersebut tentunya membawa 

dampak perubahan sosial yang sangat luas dalam hal kewarisan yang 

                                                             
9 Nurul Huda, Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral, SUHUF, Vol. XVIII, 

No. 02/November 2006, h. 125. 
10 Teori ini merupakan suatu pernyataan untuk menentang teori receptie, dimana teori 

receptie harus keluar dan tidak dianut lagi oleh masyarakat Indonesia dikarenakan teori tersebut 

bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) dan bertentangan pula dengan Al-Qur’an dan Hadist. 

Penjelasan Hazairin tentang teori ini lihat H.Ichtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum 

Islam di Indonesia, dalam Djuhana S. Pradja (Pengantar), Hukum Islam di Indonesia: 

Perkembangan dan Pembentukan, cet. 2, (Bandung: Rosdakarya, 1994), h. 102 dan h. 127-131. 
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menjadi perhatian bagi kalangan pakar hukum Islam untuk 

mendalaminya.11 

Salah satu bentuk kewarisan bilateral terdapat dalam lingkungan 

masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. Mereka 

membagi harta warisan dengan tidak membedakan antara laki-laki maupun 

perempuan dalam besaran harta warisannya karena keduanya dianggap 

sama dengan prosentase 1:1, kecenderungan pembagiannya terdapat atas 

kebiasaan-kebiasaan yang disepakati secara bersama oleh masyarakatnya. 

Sebagaimana contohnya kasus tentang penggantian ahli waris yang 

digantikan oleh cucu, saudara, bahkan anak angkatnya. Kewarisan tersebut 

timbul karena tidak dapat diselesaikan berdasarkan hukum waris Islam 

melainkan dilakukan dengan cara-cara berdasarkan hukum waris 

kebiasaan masyarakat setempat atau hukum adat. Hukum waris adat 

adalah hukum yang diturunkan dari nenek moyang kepada keturunnya 

untuk tetap dipertahankan dan diterapkan secara turun-temurun.12  Daerah 

tersebut cara membagi waris yang dilakukan tidak dengan menggunakan 

pembagian waris Islam, namun lebih cenderung dikuasai dan diputuskan 

sepenuhnya oleh keluarga inti saja (ayah, ibu, suami, istri, anak, dan cucu). 

Terutama dalam hal ahli waris pengganti, kebiasaan menggantikan sebuah 

posisi dari ahli waris utamanya merupakan kebiasaan yang sering terjadi di 

Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. 

                                                             
11  Nurul Huda, ‘’Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral’’, SUHUF, Vol. 

XVIII, No. 02/November 2006, h. 125-128 
12 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 8. 
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Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang 

menganggap bahwa menggantikan posisi anak-anaknya oleh seorang cucu-

cucunya atau digantikan oleh saudaranya merupakan kebiasaan yang 

menurutnya adil, dikarenakan sudah menjadi kebiasaan lama mereka. 

Besaran waris yang dihitung sama besarnya dengan ahli waris yang 

digantikannya; baik seorang perempuan maupun seorang laki-laki, tanpa 

membedakannya. Selain itu, bentuk penggantian tempat yang terjadi di 

Desa ini, tidak hanya dilakukan karena alasan anak meninggal sebelum 

pewaris kemudian digantikan oleh cucu atau saudaranya. Akan tetapi, ada 

yang melakukan penggantian tempat yang tidak sesuai dengan 

ketentuannya, penggantiannya dilakukan dengan cara menggantikan posisi 

ahli waris utama/anak secara langsung ketika orang yang digantikannya 

masih hidup, kemudian hartanya diberikan secara langsung kepada cucu 

atau saudaranya dengan mengesampingkan ahli waris yang sah atas dasar 

kesepakatan bersama. Artinya di sini konsep ahli waris pengganti yang 

terjadi di Kecamatan tersebut berbeda dengan konsep ahli waris pengganti 

yang dicetuskan oleh Hazairin maupun yang terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). 

Ahli waris pengganti yang dipilih dalam masyarakat Muslim 

Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang merupakan kerabat dekat yang 

menjadi penghubung antara pewaris dengan ahli warisnya. Harta warisan 

diplot-plotkan oleh pewaris sebelum kematiannya, dan harta warisan akan 

otomatis terbagi ketika si pewaris meninggal dunia bahkan ada yang 
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dibagikan saat pewaris masih hidup. Kemudian, ahli waris pengganti di 

sini terhitung ketika anak-anak sebagai pewaris utama meninggal atau 

belum meninggal namun atas kesepakatan bersama digantikan oleh 

seorang cucu/saudaranya oleh pewaris. Kebiasaan tersebut sudah berlaku 

sejak nenek moyang masyarakat Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, 

yang Nampak masih tetap di pertahankan dalam kehidupan 

masyarakatnya. 

Berdasarkan fakta di atas memperlihatkan bahwa kebiasaan 

masyarakat di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang terutama dalam 

pembagian warisan sangat beragam karena masih dipengaruhi oleh adat  

setempat atau memang kesadaran hukum masyarakatnya terbilang masih 

rendah. Padahal konsep ahli waris pengganti dalam Islam, memiliki aturan 

tersendiri yang tidak menyalahi prinsip-prinsipnya. Konsep tersebut 

dicetuskan oleh Prof. Hazairin yang memperkenalkan ahli waris pengganti 

dalam konteks ke-Indonesiaan. 13  Konsep ini merupakan konsep baru 

dalam ilmu kewarisan yang diciptakannya, memaparkan bahwa ahli waris 

perempuan dipersamakan posisinya dengan laki-laki yang dapat menutup 

semua pintu (menghijab) dengan penuh pada ahli waris yang lebih rendah 

posisinya, dan tidak mengenal apa itu ashabah dan zawu al-arham. Ahli 

waris pengganti dalam pandangan Hazairin di konsep akan selalu mewarisi 

dari pewarisnya dan tidak pernah akan tertutup oleh ahli waris utama atau 

                                                             
13 Mawali merupakan istilah lain dari ahli waris pengganti, ahli waris pengganti adalah 

ahli waris yang digantikan posisinya oleh orang yang diluar ahli waris, dengan ketentuan ahli 

waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewarisnya, lihat di Sayuti Thalib, Hukum 

Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Cet.2 (edisi revisi), h. 108. 
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ahli waris yang sah. Jadi posisi cucu dapat menggantikan posisi orang 

tuanya, jika keduanya sudah meninggal terlebih dahulu daripada 

kakek/neneknya dengan porsi yang sama besarnya. 14  Berbeda dengan 

pandangan sunni yang tidak sama sekali mengenal adanya penggantian 

ahli waris atau ahli waris pengganti dalam pembagian warisan.15 

Sedangkan ahli waris pengganti dalam pandangan KHI, terdapat 

pada pasal 185:16 

a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 

tersebut pada pasal 173. 

b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris 

yang sederajat dengan yang diganti. 

Pada ayat pertama terutama kata ‘’dapat’’ masih bersifat ambigu 

atau tentatif dikarenakan dapat ditafsirkan dengan banyak model, ahli 

waris pengganti bisa dapat atau bisa untuk tidak mendapatkan warisan, 

selain itu kata ‘’dapat’’ juga bisa ditafsirkan seluruh ahli waris siapapun 

yang memiliki anak dapat menggantikan posisi orang tuanya, padahal 

tidak demikian, ahli waris pengganti yang sebenarnya memiliki aturan-

                                                             
14 Prinsip-prinsip yang terdapat dalam kewarisan bilateral ini hampir sama dengan prinsip 

yang dianut oleh Imam Ja’fari, hanya saja perbedaannya ahli waris pengganti akan diakui ketika 

seluruh ahli waris utama/yang sah yang di atasnya telah meninggal dunia secara keseluruhan, oleh 
karena itu cucu tetap akan tertutupi oleh anak-anaknya. Pemaparan tersebut lihat di Nurul Huda, 

‘’Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral’’, SUHUF, Vol. XVIII, No. 02/November 

2006, h. 128. 
15 Lir Abdul Haris, ‘’Distribusi Kekayaan dan Fungsi Sosial Dalam Hukum Waris Islam 

(Studi Kritis Terhadap Pola Kewarisan Dalam Sistem Hukum Sunni’’, Tesis, (Bandung: Program 

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bandung, 2000), h. 1 
16  Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Edisi Kedua, (Jakarta: Pranada Media, 

2015), h. 330-331. 
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aturan yang ketat pula. Maka dari itu, Mahkamah Agung menganggap 

kedudukan ahli waris pengganti sangat penting, untuk itu MA 

mengeluarkan buku Yurisprudensi MA tahun 2006 dan 2010 atau sering 

disebut sebagai buku II MA untuk mempertegas secara rinci keberadaan 

ahli waris pengganti. Dalam putusannya jika saja kedudukan ahli waris 

pengganti tidak disebutkan dalam putusan hakim, maka putusannya 

dianggap tidak diterima karena kabur. Dari pernyataan di atas terlihat jelas 

bahwa ahli waris pengganti memiliki hak yang sama seperti ahli waris-ahli 

waris yang lainnya, dengan ketentuan sesuai aturan-aturan yang telah 

dibuat.17 

Berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas beserta konsepnya, 

maka membuktikkan bahwa masyarakat masih belum melakukannya 

sesuai dengan konsep yang ada, padahal pada prinsipnya konsep yang 

dicetuskan oleh Hazairin tersebut sudah disesuaikan dengan konteks yang 

ada tanpa membandingkan dengan Islam yang ada di Arab ataupun Islam 

di tempat lainnya. Maka dari itu, penulis sangat tertarik dengan 

permasalahan tersebut untuk bisa dikaji lebih mendalam. Untuk itu penulis 

mengangkat judul skripsi ”Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian 

Warisan Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:  

                                                             
17 Putusan MA No. 334K/AG/2005 
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1. Bagaimana pelaksanaan penggantian tempat dalam pembagian warisan 

masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang? 

2. Mengapa pemberian warisan kepada ahli waris pengganti berlaku 

dalam masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan ini tentunya memiliki tujuan penelitian agar tidak 

menyimpang dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penggantian tempat dalam pembagian 

warisan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Kecamatan Comal 

Kabupaten Pemalang. 

2. Untuk memahami dan menganalisis alasan yang menyebabkan ahli 

waris pengganti diberlakukan dalam masyarakat Muslim di Kecamatan 

Comal Kabupaten Pemalang. 

D. Batasan Masalah 

Untuk meminimalisir terjadinya perluasan masalah, maka penelitian 

ini hanya akan menjelaskan tentang problematika pelaksanaan ahli waris 

pengganti dalam lingkungan masyarakat Muslim di Kecamatan Comal 

Kabupaten Pemalang, terutama dalam hal penggantian tempatnya yang 

tidak sesuai lagi dengan konsep yang dikehendaki oleh hukum Islam. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur 

dalam penelitian-penelitian lanjutan, terutama tentang kewarisan 

Islam yang dalam hal ini adalah ahli waris pengganti yang tumbuh 

dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. 

b. Sebagai tambahan wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan tentang 

hukum kewarisan Islam yang berhubungan dengan ahli waris 

pengganti dalam pembagian warisan oleh masyarakat Muslim. 

c. Sebagai sarana pengembangan ilmu syari’ah tentang hukum 

kewarisan, pada khususnya tentang ahli waris pengganti. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan terhadap 

masyarakat Muslim, khususnya bagi masyarakat Muslim di 

Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang tentang pembagian warisan 

yang berkaitan dengan ahli waris pengganti agar penggantiannya 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

b. Penelitian ini berguna sebagai acuan masyarakat, ketika menghadapi 

persoalan yang sama, terutama pembagian warisan yang masih 

menggunakan kebiasaan-kebiasaan atau budaya setempat yang 

masih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. 

c. Penelitian ini berguna di bidang pendidikan, khususnya untuk para 

peneliti, dosen, mahasiswa yang dapat dijadikan referensi dan 

sumbangan pemikiran baru untuk membantu penelitian yang 

selanjutnya dalam lingkup yang sama. 
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F. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang relevan 

Setelah mencari beberapa literatur dan mengkajinya sebelum 

penelitian ini dimulai, maka ditemukan penelitian-penelitian yang 

hampir sama dan relevan, diantaranya: 

Skripsi Hendra Wijayanto (2012) yang berjudul ‘’Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Kepada Ahli 

Waris Pengganti (Studi Kasus Pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di 

Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)’’. Dalam skripsi 

ini menjelaskan tentang mawali. Mawali dalam kasus tersebut 

dilakukan pada saat pewaris belum meninggal dunia diberikan kepada 

penggantinya oleh seorang cucu karena anaknya telah meninggal 

sebelum pewarisnya, permasalahannya bahwa mawali atau sering 

disebut sebagai ahli waris pengganti mendapatkan porsi yang sama 

bahkan lebih besar dibandingkan dengan ahli waris utamanya/ahli waris 

yang sah. Kemudian, dalam skripsi ini secara singkat menyimpulkan 

bahwa bagian tersebut tidak diperbolehkan lebih besar dari ahli waris 

yang lainnya dan tidak diperbolehkan pula warisan diberikan 

seluruhnya kepada ahli waris pengganti karena dalam pasal 185 huruf b 

KHI telah menjelaskan bahwa mawali atau ahli waris pengganti berhak 

mendapatkan jatah maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan.18 

                                                             
18  Hendra Wijayanto, ‘’Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan 

Kepada Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan 

Kecamatan Puger Kabupaten Jember)’’, skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 

2012), di akses dari http://digilib.uinsby.ac.id/21685/. 

http://digilib.uinsby.ac.id/21685/
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Skripsi Fenky Permadhi (2011) yang berjudul ‘’Studi Pasal 185 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Ahli Waris Pengganti (Analisis 

Tinjauan Maslahah)’’. Dalam pembahasannya penulis membandingkan 

ahli waris pengganti dengan berbagai perspektif, yakni; Al-Qur’an dan 

hadist, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUH Perdata serta pandangan 

Prof. Hazairin mengenai konsep ahli waris pengganti. Selain itu, 

dibahas pula mengenai tinjauan mashlahah terhadap kedudukan dan 

implementasi dari ahli waris pengganti. Fokus utamanya terdapat pada 

maslahah mursalah bahwa hadirnya ahli waris pengganti ditunjukkan 

untuk memberikan manfaat yang baik bagi cucu dikarenakan telah 

ditinggal oleh orang tuanya. Kesimpulannya bahwa ahli waris 

pengganti memiliki kedudukan yang tidak bertentangan dengan 

maqashid al-syarî‘ah (tujuan-tujuan syariah atau tujuan dari hukum 

Islam), artinya bahwa ahli waris pengganti justru memiliki 

kemaslahatan bagi yang melaksanakannya, terutama bagi cucu-cucu 

sebagai gantinya.19 

Skripsi Zumrotul Izzah (2014) yang berjudul ‘’Sengketa Waris 

Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama (PA) Dalam 

Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 

1408/Pdt.G/2011/PA.BL)’’. Dalam skripsi ini dibahas mawali yang 

terjadi di persidangan, sengketa yang terjadi tergolong sangat rumit 

                                                             
19 Fenky Permadhi, ‘’Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Ahli Waris 

Pengganti (Analisis Tinjauan Maslahah)’’, skripsi, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Malang, 2011), diakses dari http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/2/06210049= 

Pendahuluan.pdf. 

http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/2/06210049
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karena banyaknya harta yang disengketakan. Pada intinya bahwa 

hakim-hakim menolak gugatan untuk tidak menyertakan mawali dalam 

gugatannya dengan pertimbangan hukum yang terdapat dalam 

Kompilasi Hukum Islam tentang mawali artinya hakim menerima 

keberadaan mawali. Namun, dalam skripsi ini pendapat hakim dalam 

memahami keberadaan mawali dalam pasal 185 KHI berbeda-beda, 

dikarenakan pada pasal tersebut masih terjadi multitafsir. Sehingga 

sampai saat ini keberadaan mawali masih banyak dipersengketakan 

dalam proses persidangan utamanya dalam memahami pasal 185 KHI 

yang multitafsir.20 

Skripsi Risma Damayanti S (2013) yang berjudul ‘’Analisis 

Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar 

Nomor: 3/Pdt.P/2011/PA.Mks)’’. Pada kesimpulan akhir dari skripsi 

tersebut menjelaskan bahwa cucu merupakan salah satu ahli waris 

pengganti dalam pembagian warisan sebagaimana yang dijelaskan 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan ketentuan-

ketentuan di dalamnya yang memunculkan putusan Nomor 

3/Pdt.P/2011/PA.Mks. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa mawali 

dapat dilakukan dalam pembagian warisan, dengan ketentuan yang 

                                                             
20  Pinta Zumrotul Izzah, ’’Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan 

Agama (PA) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Putusan Nomor: 

1408/Pdt.G/2011/PA.BL)’’, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), 

di akses dari http://digilib.uin-suka.ac.id/14805/2/10350010 bab-i iv-atau-v daftar-

pustaka%281%29.pdf. 

http://digilib.uin-suka.ac.id/14805/2/10350010
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sudah tercantum dalam pasal 185 KHI, sehingga keputusan tersebut 

hakim menerima mawali dengan berdasar aturan pasal 185 KHI.21 

Jurnal Nurul Huda (2006) yang berjudul ‘’Keberadaan Mawali 

Hukum Kewarisan Bilateral’’. Dalam tulisan ini membahas mengenai 

keberadaan mawali yang dipelopori oleh seseorang ahli dalam bidang 

antropologis dan hukum Islam yaitu Hazairin, dalam jurnalnya 

dijelaskan bahwa bentuk kekerabataan bilateral muncul, karena bentuk 

ketidakpuasan menerima sistem kewarisan sunni klasik yang lebih 

menekankan pada patrilineal. Keberadaan mawali dianggap sangat 

penting dalam konsep yang dibangunnya lebih menjadikan warisan 

yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat secara menyeluruh.22 

Jurnal Diana Zuhro (2017) yang berjudul ‘’Konsep Ahli Waris 

dan Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama)’’. 

Menurutnya bahwa definisi ahli waris yang tertuang di dalam pasal 171 

KHI berbeda dengan definisi yang dipandang oleh ahli fiqh, sehingga 

konsekuensinya pun berbeda. Hal tersebut yang menurut penulis jurnal 

ini menjadi sebuah problem penting untuk dijadikan dasar para hakim 

                                                             
21  Risma Damayanti S, ‘’Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makasar Nomor: 

3/Pdt.P/2011/PA.Mks)’’, skripsi, (Makasar: Fak. Hukum Universitas Hasanudin, 2013), di akses 

dari 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6759/SKRIPSI%20LENGKAPACARA-

RISMA%20DAMAYANTI%20SALAM.pdf?sequence=1. 
22Nurul Huda, ‘’Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral’’, SUHUF, Vol. XVIII, 

No. 02/November 2006, h. 124-132. 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6759/SKRIPSI%20LENGKAPACARA-RISMA%20DAMAYANTI%20SALAM.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6759/SKRIPSI%20LENGKAPACARA-RISMA%20DAMAYANTI%20SALAM.pdf?sequence=1
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memutuskan suatu perkara. Sehingga, perkara-perkara yang diputuskan 

oleh hakim didasarkan dengan legal reasoning yang benar dan baik.23 

Jurnal Muhammad Darwis (2014) yang berjudul ‘’Analisa 

Pemikiran Hazairin Tentang Mawali’’. Kesimpulan singkat yang 

terdapat pada jurnal tersebut bahwa konsep ahli waris pengganti 

merupakan cetusan dari Hazairin yang seringkali disebut sebagai 

mawali, dimana mawali disesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan 

disesuaikan dengan budaya yang ada di masyarakat. Dengan ketentuan 

ahli waris yang akan menggantikannya meninggal sebelum ahli 

pewarisnya. Namun, jurnal tersebut menganalisis hasil temuannya 

bahwa konsep mawali yang dicetuskan oleh Hazairin ternyata 

bertentangan dengan hukum Islam, karena ada kesalahpahaman 

Hazairin dalam menafsirkan Surat An-Nisa ayat 33.24 

Dari beberapa literatur yang dijelaskan diatas, bisa disimpulkan 

secara sederhana bahwa ada kajian-kajian ahli waris pengganti yang 

lebih mendalam atau detail dan mengarah pada problem ahli waris 

pengganti yang penggantian tempatnya dilakukan ketika 

orangtuanya/ahli waris yang sah masih hidup tanpa diharuskan ahli 

waris utamanya meninggal terlebih dahulu serta ahli waris pengganti 

yang memiliki penggantian tempatnya yang lebih beragam (digantikan 

oleh cucu/anak angkat/saudaranya), dimana pembagian seperti tentunya 

                                                             
23  Diana Zuhro, ’’Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Hakim 

Pengadilan Agama)’’, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 27, No. 1, April tahun 2017, h. 43-58. 
24  Muhammad Darwis,’’Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti’’, 

Jurnal Hukum Islam, Volume 14, Nomor 1 Juni tahun 2014, h. 82-89. 
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tidak sesuai sama sekali dengan konsep yang terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam maupun dari Hazairin. Pembahasan dari beberapa 

referensi yang ada hanya berfokus pada kajian konsep dan sedikit kasus 

saja (hanya cucu) tanpa melihat kondisi/fakta masyarakat yang 

memiliki keberagaman yang kompleks sebagaimana yang dialami oleh 

masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. 

2. Kerangka Teori 

1. Receptie 

Dalam penelitian ini menggunakan salah satu teori hukum adat 

yaitu teori receptie yang mengartikan bahwa hukum Islam akan 

diberlakukan ketika hukum Islam diterima atau sudah menjadi 

sebuah kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Dalam teori ini 

nantinya akan dianalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan ahli waris pengganti di Kecamatan Comal yang masih 

dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat. 

Teori Receptie yang membahas tentang hubungan hukum 

Islam dengan hukum adat. Hukum Islam maupun hukum adat akan 

dilihat sebagai bagian inter subsistem hukum yang sejajar 

kedudukannya dan sama perannya bagi warga masyarakat yang 

menganutnya. Berdasarkan asumsi itu, maka akan diidentifikasi 

beberapa masalah yang mungkin terjadi pada proses pertemuan 

antara hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam dilihat dari sudut 

pendekatan sosiologi hukum bahwa sumbernya adalah Tuhan Yang 
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Maha Esa, sedangkan hukum adat adalah masyarakat. Teori ini 

diprakarsai oleh Christian Snouck Hurgronje.25 Teori tersebut akan 

berlaku jika hukum Islam diterima oleh masyarakat dan sudah 

menjadi hukum adat. Artinya bahwa hukum Islam tidak 

diperbolehkan bertentangan dengan hukum adat setempat.26 

Teori receptie merupakan teori yang menentang dari teori 

receptie in complexu yang dicetuskan oleh Van Den Berg, dia 

seseorang yang memegang teguh teori ini. Dia mempertahankan 

pandangan hukum Islam dengan penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi dimasyarakat. Maksudnya teori ini menjelaskan bahwa 

apabila suatu masyarakat telah memeluk agama Islam, maka adat 

istiadat dan hukum yang baik itu adalah hukum Islam.27 

2. Receptie Exit dan Receptie a contrario 

Dalam tulisan ini juga akan dijelaskan teori ‘’Receptie Exit’’ 

merupakan teori kebalikan dari receptive yang membahas bahwa 

hukum adat jika akan diberlakukan maka tidak diperbolehkan 

bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini dipandang sesuai 

dengan kiprah dan kebiasaan masyarakat, yang kemudian teori 

tersebut dilanjutkan oleh ahli setelah Hazairin, yakni Sajuti Thalib 

                                                             
25Dewi sulastri, Pengantar Hukum Adat, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 57.  
26  Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1996), h. 35. 
27 Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1996), h. 36. 
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dengan dikeluarkannya teori Receptie a Contrario. 28  Hamka 

menjelaskan seputar teori tersebut yang kemudian dikutip oleh 

Yahya Harahap, point penting yang terdapat dalam teori receptie a 

contrario, yakni: 1) Di Seluruh nusantara telah tumbuh dan 

berkembang suatu garis hukum secara menyeluruh. 2) Garis hukum 

yang menyebar tersebut merupakan hukum adat yang dilaksanakan 

oleh masyarakat setempat, Akan tetapi yang menjadi catatan disini 

bahwa hukum adat atau hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat 

setempat tidak diperbolehkan bertentangan dengan hukum Islam.29 

Dalam pandangan teori ini mempunyai sebuah konsekuensi, apabila 

hukum adat atau hukum yang menjadi kabiasaan masyarakat 

setempat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari hukum Islam, maka 

hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan masyarkaat tersebut harus 

disingkirkan atau dijauhkan.30 

Kajian mendalamnya Hazairin mengkaji tentang pembagian 

waris kepada ahli waris pengganti. Kajian ini dibahas karena 

menurutnya pemberlakuan mawali merupakan culture masyarakat 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian, di sini Hazairin 

membelah teori tersebut dalam 3 sisi sisi; zawu al-faraid, zawu al-

                                                             
28  Menurut Prof. Sajuti thalib, hukum yang diberlakukan atau dilaksanakan dalam 

lingkungan masyarakat merupakan hukum Islam atau agama yang dipeluk oleh masing-masing, 

hukum adat dapat diberlakukan ketika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dair hukum 

Islam. 
29  Yahya Harahap, Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 62. 
30  Yahya_Harahap, Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,_1993), h. 63. 
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qarabat, dan mawali. 31  Zawu al-faraid bisa dikatakan ahli waris 

yang sudah dijelaskan atau diterangkan dalam al-Qur’an. Hal 

tersebut sudah menjadi kesepakatan banyak golongan agama baik 

dari sunni hingga syiah. Seperti pada umumnya, bagian tersebut 

dikeluarkan setelah biaya kematian, hutang, dan wasiat telah 

terselesaikan. 

Selanjutnya adalah zawu al-qarabat merupakan ahli waris 

dengan sistem bilateral, artinya disini mempersamakan antara laki-

laki dengan perempuan, tanpa mendiskriminasikan salah satunya. 

Sedangkan mawali yaitu ahli waris pengganti, yang merupakan 

konsep pendalaman hukum dari Hazairin dengan mendalami Q.S. 

An Nisa (4): 33. 

3. Teori Kesadaran Hukum 

Kesadaran hukum dapat diartikan antara hubungan hukum 

dengan pola perilaku masyarakat yang terjadi baik secara individu 

maupun kolektif. Kesadaran hukum disini menjadi mediator antara 

hukum dengan perilaku yang ada di masyarakat. Disini dapat 

diartikan jika seseorang memiliki sebuah kesadaran hukum yang 

baik, mereka dapat memberikan perbedaan terhadap sesuatu yang 

dibolehkan atau sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang. Dalam 

menentukan sebuah kesadaran hukum terdapat 4 indikator, yakni; 

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku 

                                                             
31  Nurul Huda, ‘’Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral’’, SUHUF, Vol. 

XVIII, No. 02/November 2006, h. 128. 
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hukum.32 Berdasarkan 4 indikator tersebut maka, untuk mengukur 

kesadaran hukum masyarakat Muslim terhadap pembagian warisan, 

dapat dilihat dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku 

masyarakat Muslim. 

Pembagian warisan kaitan erat dengan masyarakat yang 

menjadi subjek hukum terhadap objek hukum yang diperbuat. Oleh 

karena itu, kesadaran hukum sangat penting untuk diteliti agar dapat 

diukur seberapa besar kesadaran mereka terhadap perbuatan hukum 

waris yang mereka lakukan, karena mempunyai potensi dari 

perilaku-perilaku yang mereka lakukan menjadi budaya hukum yang 

tidak dapat dilepaskan. Kesadaran hukum ini menjadi faktor penting 

dalam mewujudkan tujuan hukum. 

4. Teori Sistem Hukum 

Teori sistem hukum yang dicetuskan oleh Friedman. 33 

Terdapat tiga unsur dalam teori ini, yakni; substansi hukum (legal 

substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum 

(legal culture). Struktur merupakan mekanisme yang bergerak secara 

struktur baik dalam pembuatan peraturan maupun merealisasikan 

peraturan. Kemudian, substansi hukum merupakan produk yang 

diciptakan oleh struktur hukum; baik produk hukum yang bersifat 

formal maupun produk hukum yang lahir dari kebiasaan yang 

                                                             
32 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 

1982), h.152. 
33Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung; Nusa Media, 

2009), h. 33. 
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terdapat di masyarakat. Sedangkan budaya merupakan norma yang 

terdapat dalam lingkungan masyarakat. Ketiga sistem hukum yang 

dijelaskan saling melengkapi dan berhubungan satu dengan yang 

lainnya dengan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan hukum. 

Menurut Friedman dalam teorinya menjelaskan bahwa budaya 

hukum di sini sebagai dasar terbentuknya 2 unsur yang ada, artinya 

kebiasaan masyarakat menjadi komponen penting terbentuknya 

substansi hukum yang telah diciptakan oleh struktur hukum.34 

Pendapat tersebut sama dengan apa yang saat ini terjadi pada 

masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, 

yang dimungkinkan berlakunya ahli waris pengganti pada 

masyarakat Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang merupakan 

kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, 

yang kemudian menjadi nilai-nilai yang mendasari terbentuknya 

hukum kewarisan bagi masyarakat yang menurutnya adil. Oleh 

karena itu, budaya hukum itu sangat penting sebagai dasar 

terbentuknya hukum positif di Indonesia. Di sini peneliti akan 

menganalisis faktor-faktor yang mempengarui berlakunya ahli waris 

pengganti dalam masyarakat Muslim di Kecamatan Comal 

Kabupaten Pemalang. 

 

 

                                                             
34  Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba,Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk 

Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif, Jurnal Civics, Vol. 14, No. 2, oktober tahun 2017 

h. 147. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian yuridis sosiologis, yaitu proses penelitian hukum yang 

dilakukan untuk menelusuri perilaku masyarakat terkait dengan norma 

hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat. 35  Artinya, penelitian 

yuridis sosiologis merupakan penelitian yang berbasis analisis terhadap 

perilaku masyarakat dan cara berhukum masyarakat lokal mengenai 

praktek pembagian warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Comal Kabupaten 

Pemalang dengan pembatasan pada Desa Sikayu dan sekitarnya (Desa 

Purwosari, Desa Sidorejo, dan Desa Lawa) 36 . Di desa-desa tersebut 

terdapat banyak kasus ahli waris pengganti dalam pembagian warisan 

yang khususnya kasus-kasus penggantian tempat yang unik. Seperti ahli 

waris pengganti yang digantikan oleh cucunya, saudaranya, atau anak 

angkatnya ketika ahli waris utamanya meninggal dan juga terdapat 

beberapa kasus ahli waris utama yang belum meninggal, namun sudah 

digantikan oleh cucunya, saudaranya, atau anak angkatnya ketika orang 

                                                             
35 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,), hlm. 51. Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian 
Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134 

36 Desa-desa yang berada di wilayah tengah Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang , di 

desa sikayu dan sekitarnya mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan terdapat beberapa 

pondok-pondok pesantren yang diajarkan kepada anak-anak, remaja, hingga  orang-orang tua oleh 

seorang kyai. Timbul Jaya Prayitno, Ketua Ansor Kecamatan Comal, Wawancara Pribadi, di 

Rumahnya, pada tanggal  25 Maret  2020. 
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tuanya/ahli waris yang sah masih hidup. Selain itu, di desa-desa tersebut 

juga mayoritas beragama Islam dan terdapat beberapa pondok pesantren. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 bulan, yakni dari 

September 2020 sampai Januari 2021. 

4. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian 

Subjek penelitian dilakukan kepada masyarakat Muslim yang 

bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, 

Provinsi Jawa Tengah. Terutama masyarakat Muslim yang melaksanakan 

pembagian warisan, khususnya bagi mereka yang pembagiannya 

melibatkan ahli waris pengganti. 

Objek penelitian tentang ahli waris pengganti yang dilakukan oleh 

masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. Objek 

ini nantinya berkembang menjadi alasan pemberlakuan penggantian ahli 

waris di keluarga tersebut. 

Informan penelitian ini adalah anggota keluarga yang menjadi ahli 

waris dalam pembagian warisan tersebut baik ayah/ibu, istri/suami, anak 

laki-laki/perempuan, saudara kandung, kakek/nenek. untuk memberikan 

keterangan mengenai pembagian warisan, khususnya warisan yang 

diberikan kepada ahli waris pengganti. Sementara informan kunci 

penentu dari ahli waris pengganti dengan kriteria: ahli waris pengganti 

yang ayah/ibu masih hidup, ahli waris pengganti yang di angkat, ahli 
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waris pengganti yang orang tuanya telah meninggal dahulu sebelum 

pewaris. 

5. Sumber Data 

Sumber data yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan sumber 

data sebagai berikut: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yang peneliti gunakan berupa data yang 

berkaitan dengan data-data sesuai dengan pokok pembahasan yaitu 

tentang problem yang dihadapi masyarakat Muslim dalam pembagian 

warisan, terutama ahli waris pengganti yang dilakukan oleh mereka. 

Peneliti disini akan terjun langsung untuk mewawancarai masyarakat 

yang melakukan pembagian warisan dengan melalui penggantian ahli 

waris dengan anak/saudara/anak angkatnya. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah jadi 

atau telah diolah oleh pihak kedua/pihak lain dan biasanya sumber 

data sekunder sudah dipublish yang bertujuan sebagai pelengkap dari 

sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas: 

- Bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, Hadis, Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) 

tahun 2006 dan 2010, Kompilasi Hukum Islam, dan 

Yurisprudensi. 
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- Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan skripsi, seperti 

fiqih mawaris, hukum waris adat, asas-asas hukum waris adat, 

hukum waris dalam syari’at Islam, hukum waris, panduan praktis 

pembagian waris dalam Islam, hukum kewarisan Islam fiqih, 

filsafat hukum Islam dan tulisan yang ada relevansinya dengan 

masalah yang diteliti. 

6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Alat bantu yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan pokok 

wawancara, check list, alat tulis, tape recorder, MP4, Kamera   dan lain-

lain. 

7. Teknik Penentuan Informan 

Dikarenakan informan bersifat homogen, maka teknik informan 

yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive 

sampling. Menurut pandangan ahli yakni Soerjono Soekanto 

menyampaikan bahwa purposive sampling merupakan pengambilan 

sampel ditentukan oleh peneliti terlebih sesuai dengan keinginannya.37 

Dalam penlitian ini kriteria yang dilakukan untuk memilih informan 

adalah: 

a. Masyarakat Muslim yang melakukan pembagian warisan khususnya 

warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti pada tahun 2010-

2020 

                                                             
37 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), h. 118. 
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b. Masyarakat Muslim yang melakukan pembagian warisan khususnya 

warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti yang tinggal di 

Desa Sikayu, Desa Purwosari, Desa Sidorejo, dan Desa Lowa 

c. Ahli waris pengganti yang penggantian tempatnya dilakukan ketika 

orang tuanya telah meninggal dahulu sebelum pewaris 

d. Ahli waris pengganti yang menggantikan tempatnya ketika orang 

tuanya masih hidup 

e. Ahli waris pengganti yang tidak memiliki hubungan darah dengan 

pewaris 

f. Ahli waris pengganti yang diberikan harta warisan lebih banyak 

daripada ahli waris pengganti yang lainnya 

Apabila informasi yang diperoleh sudah cukup maka tidak 

diperlukan pencarian informasi baru lagi dari informan. 

8. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang disajikan dalam penelitian adalah 

data-data yang terdapat dalam lapangan, dengan menggunakan beberapa 

cara sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data dan pencarian oleh 

peneliti secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang sedang 

disoroti.38 Peneliti melakukan observasi kepada keluarga yang sedang 

atau telah melakukan pembagian warisan, kemudian meneliti 

                                                             
38 Nasution, Metode Research,( Jakarta: Bumi Aksara,2003), h. 136. 
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penggantian ahli waris baik yang dilakukan ketika orangtuanya/ahli 

waris yang sah masih hidup maupun yang sudah meninggal terlebih 

dahulu daripada pewarisnya. Observasi ini dilakukan untuk 

mengoptimalkan data mengenai problem yang dihadapi masyarakat 

terhadap penggantian ahli waris di Kecamatan Comal Kabupaten 

Pemalang, sehingga nantinya akan ditemukan alasan mereka membagi 

warisan kepada ahli waris penggantinnya yang tidak sesuai dengan 

aturan hukum Islam. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan antara 

peneliti dengan informan untuk menggali data-data yang dibutuhkan. 

Biasanya dengan melalui Tanya jawab.39 Bentuk-bentuk wawancara 

ini adalah wawancara secara langsung yaitu: dimana pada wawancara 

berlangsung, peneliti menanyakan, mendengar, menulis, menanggapi 

dan berdiskusi tentang domestikasi perempuan, dengan menggunakan 

daftar wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Adapun pertanyaan 

intinya, untuk menanyakan alasan atau faktor yang mendorong 

masyarakat melakukan penggantian ahli waris serta dampak yang 

ditimbulkan setelah terjadinya penggantian warisan. Wawancara 

ditujukan kepada ahli waris yang telah menggantikan ahli waris 

aslinya. Wawancara juga ditujukan kepada anggota keluarga yang 

                                                             
39 Ogiyanto Hartono, Metodologi Penelitian Bisnis, Cet Ke-2 (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 

114. 
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lain, seperti ayah/ibu, istri/suami, anak laki-laki/perempuan, saudara 

kandung, kakek/nenek. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu metode (cara) untuk mencari data 

mengenai hal-hal baru baik dengan melalui catatan, transkrip, buku, 

notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.40 Peneliti mengumpulkan 

buku-buku, jurnal-jurnal, monografi kelurahan untuk referensi yang 

dijadikan catatan dalam penelitian, meminta data diri informan kunci, 

dan melakukan foto-foto saat wawancara dan observasi sebagai bukti 

penelitian benar dilakukan. Dokumen diminta kepada anggota 

keluarga, suami, istri dan pejabat di beberapa Desa di Kecamatan 

Comal Kabupaten Pemalang. 

9. Kredibilitas Informasi dan Data 

Bahwa informasi dan data yang diperoleh peneliti merupakan hasil 

dari keterangan dan penjelasan informan yang sebenarnya dan tidak 

mengada-ada serta dapat dipercaya mengenai keterangan dan penjelasan 

alasan masyarakat Muslim memberlakukan ahli waris pengganti serta 

dampak yang ditimbulkan setelah pembagian warisan tersebut. Dan 

keterangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara 

perpanjangan pengamatan, dan triangulasi sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber (baik ayah/ibu, istri/suami, anak laki-laki/perempuan, 

saudara kandung, kakek/nenek), berbagai teknik (yaitu dengan teknik 

                                                             
40 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Praktek Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), h. 206. 
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wawancara, observasi dan dokumentasi) dan berbagai waktu (yaitu 

bahwa penelitian dilakukan berulang-ulang siang, sore, dan malam hari 

pada tanggal yang berbeda) sehingga data dapat diyakini kebenarannya. 

10. Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu proses dalam mengatur urutan data 

sehingga menghasilkan analisa yang dapat memecahkan suatu 

permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya dengan tanya jawab, berinteraksi dengan bahasa yang 

komunikatif dan interaktif, yang kemudian seluruh data dan informasi 

hasil wawancara, observasi dan diskusi kecil dicatat/ditulis dengan kata-

kata dan bahasa yang mudah untuk dipahami kemudian dikumpulkan dan 

dianalisis. 

Analisis dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model 

interaktif dari Miles & Huberman yang terdiri dari 4 tahapan yang harus 

dilakukan oleh penulis. Tahapan pertama merupakan pengumpulan 

beberapa data-data yang diperlukan baik data yang melalui wawancara 

atau observasi dan dokumentasi. Tahap selanjutnya reduksi data yakni 

penggabungan atau bisa dikatakan penyeragaman dari data-data yang 

sudah diperoleh pada tahap sebelumnya menjadi satu bentuk tulisan yang 

akan dianalisis. Tahap ketiga yaitu Model Data (data display) berisi 

tentang data-data yang sudah setengah jadi atau data-data yang telah 

seragam dan memiliki alur yang tegas.41 

                                                             
41 Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial, (Jakarta: 

Salemba Huanika, 2012), h.180-181. 
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a. Reduksi data 

Mereduksi data artinya menjadikan data-data dalam bentuk 

rangkuman, memilih bagian-bagian yang pokok, serta memfokuskan 

terhadap hal-hal yang penting. Oleh karena itu, data yang sudah 

direduksi akan memiliki gambaran yang jelas terhadap suatu objek, 

sehingga menjadikan peneliti untuk melakukan pengumpulan data ke 

tahap selanjutnya.42 

Dalam hal ini maka peneliti memfokuskan pada pembagian 

harta warisan kepada ahli waris pengganti yang terjadi di masyarakat 

Muslim Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, khususnya Desa 

Sikayu dan Sekitarnya (Desa Purwosari, Desa Sidorejo, dan Desa 

Lawa). 

b. Penyajian data 

Penelitian kualitatif tentunya berbeda dengan penelitian 

kuantitatif, penyajian data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan 

menggunakan bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Seringkali/biasanya 

bentuk penyajian datanya berupa naratif.43 

Dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa orang yang 

melakukan pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti, 

kemudian bagaimana pemahaman pelaku pembagi waris tersebut, dan 

apa faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan hal tersebut. 

  

                                                             
42 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 92. 
43Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 95. 
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c. Penarikan Kesimpulan  

Proses menggabungkan informasi yang kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan dengan metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan 

dari beberapa masyarakat yang telah melakukan pembagian warisan 

terutama yang membaginya dengan menggantikan ahli waris 

utamanya di Desa Sikayu dan Sekitarnya (Desa Purwosari, Desa 

Sidorejo, dan Desa Lawa). 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka memperoleh penelitian yang sistematis, penelitian ini 

diuraikan secara runtut berdasarkan sistematika kepenulisan sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan konsep penelitian yang 

akan dilakukan dan dengan cara mengungkap permasalahan penelitian. 

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian 

yang relevan dan kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasan Teori dan Konseptual. Dalam bab ini 

membahas mengenai konsep tentang waris dalam Islam dan warisan secara 

adat, kemudian ahli waris pengganti yang terdiri dari: pengertian ahli waris 

pengganti menurut para pakar, sistem serta ketentuannya baik menurut 

pakar maupun Kompilasi Hukum Islam, serta ahli waris pengganti 

menurut KUHPer. Kemudian menjelaskan tentang kesadaran hukum, yang 
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diteliti dengan 4 indikator; pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku. 

4 indikator tersebut menjadi tolak ukur rendah atau tinggi kesadaran 

masyarakat terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya. Selain itu, 

dalam bab ini juga akan mengulas tentang sistem hukum, diantaranya; 

substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan 

budaya hukum (legal culture). 

BAB III Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai gambaran 

umum masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, 

yang terdiri dari: letak geografisnya, kependudukan Kecamatan Comal, 

tingkat pendidikan di Kecamatan Comal, visi dan misi Kecamatan Comal, 

organisasi masyarakat, potensi di Kecamatan Comal, mata pencarian atau 

pekerjaan, keadaan sosial budaya masyarakat di Kecamatan Comal. 

Kemudian menjelaskan tentang keberagaman pembagian warisan yang 

terdapat di Kecamatan Comal, khususnya soal pembagian warisan kepada 

ahli waris yang digantikannya. 

BAB IV Pembahasan. Analisis hasil penelitian yang berupa 

pemaparan terhadap rumusan masalah yaitu peneliti akan memaparkan 

pelaksanaan penggantian tempat dalam pembagian warisan dan alasan-

alasan masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang 

menggantikan tempat tersebut. 

BAB V Penutup. pada bab penutup terdiri dari simpulan dan saran-

saran. Simpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan 

atau menjawab masalah yang dipermasalahkan dalam penelitian ini, 
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sedangkan saran-saran berisi tentang beberapa hal-hal yang tidak sesuai 

dengan realitas di masyarakat yang kemudian berguna dalam membina 

masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

  Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pembagian 

warisan oleh masyarakat Muslim yang diberikan kepada ahli waris pengganti di 

Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dengan beberapa pembatasan di desa-

desa tertentu yakni Desa Sikayu, Desa Purwosari, Desa Sidorejo, dan Desa 

Lowa dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penggantian tempat yang dilakukan oleh masyarakat Muslim 

dalam pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Comal 

tidak sesuai dengan KHI dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama (Buku II). Penggantian tempat yang diberlakukan oleh 

mereka tidak mengharuskan agar ahli waris meninggal terlebih dahulu 

daripada pewaris kemudian cucu dapat menempati posisi orang tuanya 

dengan menerima hak harta yang sama besarnya, namun dalam lingkungan 

masyarakat Muslim di Comal berbeda, mereka dapat menggantikan posisi 

cucunya ketika orang tuanya masih hidup; menganggap bahwa penggantian 

tempat yang dilakukan ketika ahli waris utama/yang sah masih hidup juga 

merupakan pembagian warisan yang diberikan kepada ‘’ahli waris 

pengganti’’. Walaupun penggantian tempat kepada ahli waris pengganti yang 

dilakukan oleh mereka dalam pandangan KHI maupun Buku II bukan 

merupakan pembagian yang diberikan kepada ahli waris pengganti. Selain itu, 

penggantian tempat yang diberlakukan juga mengikutsertakan ‘’anak angkat’’ 

yang tetap dianggap sebagai anak untuk tetap mendapatkan hak warisan oleh 
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pewaris dengan menggantikan posisi orang tuanya (orang tua yang tidak 

memiliki hubungan darah dengan anak). Pelaksanaan pembagian warisan 

kepada ahli waris pengganti yang diberlakukan oleh masyarakat Muslim di 

Comal tentunya merupakan konsep yang unik dan tentunya penggantian ahli 

waris yang seperti itu, tidak sesuai sama sekali dengan penggantian ahli waris 

yang terdapat dalam KHI dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama (Buku II). 

2. Pembagian warisan oleh masyarakat Muslim yang diberikan kepada ahli 

waris pengganti di Kecamatan Comal diantaranya disebabkan karena 

berbagai faktor alasan yaitu: karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor 

sosial, faktor budaya, faktor opportunity (harapan), dan faktor agama. Disini 

faktor yang memiliki pengaruh besar bagi mereka adalah faktor budaya, 

dimana cucu dianggap akan bertahan hidup lebih lama daripada anak yang 

diyakinkan dapat menjadi generasi penerus yang dapat memimpin keluarga 

yang baik dan benar, maka secara praktek dalam membagi warisannya 

prioritas cucu lebih diutamakan daripada anak (sebagai ahli waris paling 

dekat dengan pewaris) bahkan cucu bisa mendapatkan hak lebih banyak dari 

cucu-cucu yang lainnya atau mendapatkan seluruh hartanya ketika lebih 

membutuhkan dikarenakan juga terdapat  nilai-nilai yang mengutamakan 

kepentingan bersama dalam lingkungan masyarakat Muslim di Comal yang 

tinggi, budaya hukum tersebut telah menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

di Comal sejak lama. Selain itu adalah faktor agama, dimana pengetahuan 

atau wawasan agama yang rendah atau wawasan pendidikan agama yang 
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minim mempengaruhi mereka dalam melaksanakan pembagian warisan, 

pembagian secara musyawarah mufakat tidak bertentangan dengan hukum 

Islam, namun yang menjadi point penting disini bahwa pembagian warisan 

yang dilakukan oleh masyarakat dengan pengetahuan yang minim, justru 

tidak memberikan keadilan karena keadilan akan didapat oleh masyarakat 

yang memiliki pengetahuan/wawasan ilmu yang banyak, sehingga mereka 

diperkenankan untuk memilih; hukum mana yang menurut mereka paling 

adil. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian warisan yang 

diberikan kepada ahli waris pengganti oleh masyarakat Muslim di Comal juga 

menjadi penentu tingkat kesadaran hukum mereka terhadap warisan yang ada 

di KHI dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

(Buku II), walaupun warisan dalam Islam tidak wajib untuk diikuti, namun 

menurut pandangan peneliti bahwa pembagian yang 

melangkahi/mengesampingkan ahli waris yang sah merupakan pembagian 

yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum sehingga peneliti berinisiatif 

untuk menganalisis dari sisi kesadaran hukum mereka, yang pada intinya 

bahwa kesadaran hukum masyarakat Muslim di Comal terhadap pembagian 

warisan yang khususnya diberikan kepada ahli waris pengganti dilihat dari 

empat indikator yaitu: pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum. 

Masyarakat Muslim menengah ke bawah belum memiliki pengetahuan dan 

pemahaman secara luas mengenai hukum waris dan kebijakannya, namun 

untuk masyarakat Muslim menengah ke atas, sudah memiliki pengetahuan 

dan pemahaman sedikit lebih tinggi mengenai hukum dan kebijakan waris 
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dalam Islam, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika melakukan 

pembagian warisan sudah melakukan pembagian warisan secara Islam, 

walaupun belum sepenuhnya dan hanya segelintir orang-orang tertentu saja. 

Dari semua ini, mengartikan bahwa baik kategori menengah ke bawah dan 

menengah ke atas sebenarnya tidak jauh berbeda dari sisi pengetahuan dan 

pemahaman, yang mana keduanya masih memiliki sikap dan perilaku yang 

hampir sama, karena memang seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa 

perbedaan antara kedua ketegori tersebut sedikit saja perbedaannya, sehingga 

sangat wajar ketika keduanya masih memiliki sikap dan perilaku yang tidak 

jauh berbeda. Terutama sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-

aturan pembagian warisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Jadi, 

tingkat kesadaran hukum masyarakat Muslim di Kecamatan Comal terhadap 

pembagian warisan Islam khususnya pembagian yang diberikan kepada ahli 

waris pengganti masih tergolong sangat rendah terhadap aturan-aturan 

tentang pembagian warisan khususnya warisan yang diberikan kepada ahli 

waris pengganti. Semua itu, dipengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor 

ekonomi, agama (religiusitas) dan lingkungan sosial budaya. 
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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian tentang pembagian warisan oleh masyarakat 

Muslim yang diberikan kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Comal 

Kabupaten Pemalang dengan beberapa pembatasan desa-desa tertentu yakni 

Desa Sikayu, Desa Purwosari, Desa Sidorejo, dan Desa Lowa. Peneliti ingin 

memberikan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Terjadinya banyaknya perbedaan yang ada dimasyarakat terhadap pembagian 

warisan yang khususnya diberikan kepada ahli waris pengganti dikarenakan 

yang seperti kita ketahui bahwa hukum kewarisan Islam kedudukan 

hukumnya belum menjadi perundanga-undangan, maka diperlukan penguatan 

kedudukan menjadi sebuah Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan 

Nasional, dengan mempertimbangkan hukum adat yang ada di masyarakat. 

2. Membangun kesadaran hukum masyarakat Muslim terhadap pembagian 

warisan yang khususnya diberikan kepada ahli waris pengganti, antara lain: 

melalui penyuluhan (sosialisasi) dan kampanye tentang pentingnya hukum 

waris Islam dan landasan-landasan hukumnya. Tujuan akhir dari upaya 

tersebut adalah terciptanya masyarakat Muslim yang cerdas dan sadar 

terhadap pembagian warisan yang baik dan benar, walaupun peneliti disini 

meyakini bahwa pembagian warisan secara Islam tidak wajib untuk diikuti 

sebagaimana yang telah dibahas dalam penelitian ini, namun perlunya 

peningkatan kesadaran hukum akan menambah wawasan bagi masyarakat 

yang kemudian mereka dapat memiliki sikap untuk memilih; memilih hukum 

mana yang menurut mereka paling adil, walaupun hukum tersebut merupakan 

hukum adat. 
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3. Jika masyarakat merasa adil dan bermanfaat dengan hadirnya hukum yang 

telah berlangsung sejak lama (hukum adat), maka yang diperlukan disini agar 

budaya hukum masyarakat setempat dapat diakui dan bahkan dapat dijadikan 

sumber hukum nasional dengan melalui beberapa cara yakni melakukan 

peninjauan kembali hukum dengan mengubah norma-norma yang sesuai 

dengan asas-asas hukum yang baik dan benar, tentunya mengedepankan 

pengakuan dan perlindungan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat 

baik hukum adat maupun agama, termasuk mekanisme-mekanisme 

pengaturan lokal (inner order mechanism) yang secara empirik eksis dan 

hidup, serta dioperasikan dalam masyarakat.1 Selain itu, implementasi dari 

substansi dan struktur hukum harus merespon dan mengadopsi hukum yang 

terdapat di masyarakat sebagai nilai-nilai yang telah berjalan sejak lama dan 

beragam Ketika semua itu bisa diberlakukan, maka hukum yang berlangsung 

hidup di masyarakat akan bisa dikemas dan diberlakukan dengan baik. 

Demikian saran-saran yang bisa peneliti berikan kepada pembaca yang 

budiman semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, sekian dan terimakasih. 

  

 

 

 

 

                                                             
1 Hendra Wahanu Prabandani, Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal, Majalah 

Edisi 01/Tahun XVII/2011, hlm. 33. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan untuk ahli waris pengganti yang melakukan pembagian warisan 

1. Kapan nenek/kakek anda meninggal dunia dan kapan harta warisan 

dibagikan? 

2. Apa yang anda ketahui tentang warisan beserta ketentuan-ketentuannya? 

3. Apa yang anda ketahui tentang ahli waris pengganti dan ketentuan-

ketentuannya? 

4. Posisi anda adalah ahli waris pengganti, apakah anda memiliki hubungan 

darah (senasab) dengan nenek/kakek? 

5. Bagaimana penggantian tempat dalam pembagian waris yang dilakukan di 

keluarga anda? 

6. Apa alasan anda melakukan perbuatan penggantian tempat tersebut dalam 

pembagian warisan ? 

7. Mengapa keluarga anda memberikan warisan kepada anda ketika orang tua 

anda masih hidup/diberikan warisannya kepada anda padahal anda bukan 

asli keturunannya (bukan nasabnya), mengapa? 

8. Bagaimana keharmonisan keluarga anda setelah dilakukan pembagian 

warisan khususnya warisan yang diberikan kepada anda (ahli waris 

pengganti)? 

Pertanyaan untuk para keluarga lainnya (ahli waris yang lain) baik anak-

anaknya maupun cucu-cucu yang lainnya 

1. Apa yang anda ketahui tentang warisan? 

2. Apa yang anda ketahui tentang ahli waris pengganti beserta ketentuan-

ketentuannya? 

3. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan yang keluarga anda lakukan 

selama ini khususnya warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti? 

4. Mengapa ahli waris pengganti (cucu) mendapatkan hak waris ketika orang 

tuanya masih hidup/diberikan hak waris yang padahal bukan anggota 

keluarganya yang asli (senasab)? 

5. Bagaimana kondisi keharmonisan keluarga setelah harta warisan tersebut 

dibagikan kepada ahli waris pengganti? 
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